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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR © 800. 05/07. SMA /PA<BuD
TENTANG
LZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TORUE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Membaca a Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 1 Nomor |
873/326/CABDIS.IVX/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Permohonan lzin
Operasional Sckolah Menengah Atas Negen | Torue di Kecamatan Torue,
Kabupaten Parigi Moutong,

Memmbang - a Bahwa dalam pelavanan dan pemeratasn pendidikan kepada masyarakat, serta
meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan
kesempatan kepada Sekoluh untuk lzin Operasional Sekolah.

b. Bahwa sampai dengan ditetapkan Surat Keputusan ini Sckolah Menengah Atas
Negert 1 Torue di Kecamatan Torue Kabupaten Parig Moutong belum
mendapatkan [zin Operasional Sekolah

¢ Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagnimana dimaksud dalam huruf b, perlu
penctapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

tentang lzin Operasional Sekolah Menengah Atas Negen | Torue di Kecamatan
Forue Kabupaten Pang Moutong

Mengingat | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 lentang Penctapan Peraturan Pemenntah
Penggantt  Undang-Undang No.2 Tahun 1964 lentang  Pembentukan dacrah
Fingkat 1 Sulawesi Tengah dan Dacrah Fingkat 1T Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undung Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Dacrab tngkat 1 Sulawesi Utarn Tengah dan Paerah Tingkat | Sulawes: Selatan-
Fenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjads
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
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Lembaran Negara Repubhik Indonesia 4101),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan Daerah (Lembarsn

Hmmmmnmunmumm.mmm
Republik Indonesia Nomar 4586), sebagaimana telah diubah beberupa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 3015 tentang Perubahan Kedoa
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5679),

4 Peraturan Pemenntah Nomor 19 rmmlmwwwm
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4496),

S Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik {ndonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendinan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Mencngah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)

& Peraturan Daerah Provins: Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pendidikan dan Kebuduyaan Dacrah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulgwest Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi
Sulawest Tengah Nomor 39),

MEMUTUSKAN :

Menetaphan

KESATU Memberikan lzin  Operasional Sckoluh kepada Sckolah Menengah Atas
Negen | Torue, Kecamatan Torue, Kubupaten Parigi Moutong

KEDUA Pemberian azin Operasional  Sekoluh schagamana dimaksud dalam diktum
KESATU. berlaku Sepanjang memenubt semua ketentuan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaki dan wapb  membuat  laporan fertuhs  mengenal
perkembangan sckolah sevap awal tabun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinst Sulawest Tengah,

RETIGA Dialam hal melaksanakan proses belagar mengijar dan kunkulum }ﬂ'w
pengikut petunyuk dan sturnn yang berlaku,

KEFMPAT fadun Pendiry Penyelengiarn Sekolah wayth membuat laporan terults mengenal

perherthangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada [hnas Pendidikan dan
boebudavaan Provins Sulawes) Tengah,
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Dalam hal pelaksansan kegatan pendidikan termyita timbul kerugian terhaiap
pihak lain. atau pada peseria didiK yang mengakibsthan terhentinys Kegratan
pendidikin, muka segala resiko yang tinbul sepenubnys menjadi tanggung fawsb
pihak pemegang 1zin dan keputusin int dapat dibatalkan,

KEENAM Segala penyimpangan dan atau kelalaan atas ketentuan dalam Keputusan il yang
dapat merugikan kewibawaan pemerintsh baik sengajs maupun tdak sengaj,
maka keputusan batal atau batal demi hukum,

KETUJUH Tidak dibenarkan mengalibkan lzin Operasional Sekolah i ke prbak lain dongan
dalih apapun sebelum adanya persetujuan dart Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah;

KEDELAPAN  Pihak Sckolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesul
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KESEMBILAN Hal-hal vang belum diatur  dan tidak diatur dalam keputusan im akan diatur
kemudian,

KESEPULUH - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di © Palu
Pada tangeal | 15 Nopember 2019

VAN LAHACE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19610808 198112 | 007
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